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ABSTRAK

Kemunculan putusan MK No. 90/PUU-XX1/2023 Tentang Batas Usia Capres
dan Cawapres menarik perhatian akademisi dan praktisi hukum. Putusan ini dianggap
menunjukkan inkonsistensi pertimbangan hukum Hakim Konstitusi, karena pada
keputusan sebelumnya, Hakim Konstitusi sepakat bahwa masalah ini adalah ranah
pembentuk UU. Selain itu, ada kejanggalan dalam prosesnya, seperti pencabutan
berkas permohonan dan kontroversi kedudukan Pemohon hingga kesan keberpihakan.
Tentu persoalan ini harus menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan akademisi
dan praktisi hukum, mengingat kasus ini berpotensi dapat mengancam eksistensi
independensi MK dan kepastian hukum di Indonesia.

Guna untuk menganalisis problematika hukum di atas, Penulis menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam hal pengumpulan bahan
hukum, Penulis melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan
seperti UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2020 Tentang MK, UU No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu dan bahan pustaka lainnya yang relevan. Sedangkan kasus yang
menjadi objek penelitian yaitu putusan MK No. 90/PUU-XX1/2023, kemudian
keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan inkonsistensi pada
putusan MK No. 90/PUU-XX1/2023 bermuara pada adanya ketidakjelasan parameter
bagi Hakim Konstitusi dalam menentukan tindakan antara bertindak melanjutkan
memutus perkara (judicial activism) atau bertindak menahan diri (judicial restraint)
sebagai konsekuensi dari adanya penerapan asas bebas dan asas preseden yang masih
tidak jelas dalam mekanisme penyelesaian perkara yang sama di MK. Tidak hanya
itu, kasus ini juga disebabkan oleh adanya ketidakjelasan parameter bagi Hakim
Konstitusi dalam menentukan tindakan antara bertindak sebagai negative legislator
atau positive legislator pada saat dihadapkan dengan perkara; open legal policy,
ketidakjelasan inilah yang kemudian menyebabkan MK dapat terjebak dalam konflik
kepentingan dan dapat mengancam esensi kepastian hukum. Selain itu, ketidakjelasan
inilah yang juga menyebabkan adanya dissenting opinion Hakim Konstitusi pada
putusan MK No. 90/PUU-XXI1/2023 yang mempersoalkan relevansi kedudukan
hukum dan kerugian konstitusional Pemohon, serta kewenangan MK sebagai positive
legislator terhadap perkara open legal policy,

Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa sangat penting untuk
disegerakan membentuk ketentuan yang menjadi parameter bagi Hakim Konstitusi
dalam hal bertindak judicial activism atau judicial restraint, serta dalam hal
menentukan tindakan sebagai negative legislator atau positive legislator pada saat
dihadapkan dengan perkara open legal policy. Pembentukan ketentuan tersebut
ditujukan dalam rangka menciptakan konsistensi putusan Hakim Konstitusi yang
nantinya akan berdampak pada adanya kepastian hukum di Indonesia.
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The emergence of the Constitutional Court's decision No. 90/PUU-XX1/2023
regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates has attracted
the attention of academics and legal practitioners. This decision is considered to show
inconsistency in the legal reasoning of the Constitutional Judges, because in a
previous decision, the Constitutional Judges agreed that this issue falls within the
realm of the lawmaker. Additionally, there are irregularities in the process, such as
the withdrawal of the application file and the controversy regarding the Applicant's
position, which gives an impression of bias. Certainly, this issue must be taken
seriously by various circles of academics and legal practitioners, considering that this
case has the potential to threaten the existence of the Constitutional Court's
independence and legal certainty in Indonesia.

In order to analyze the legal issues mentioned above, the Author uses a
normative legal research method with a statutory approach and a case approach.
(case approach). In terms of collecting legal materials, the Author conducted a search
for relevant legislation such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,
Law No. 7 of 2020 on the Constitutional Court, Law No. 7 of 2017 on Elections, and
other relevant literature. Meanwhile, the case that is the object of the research is the
Constitutional Court decision No. 90/PUU-XXI/2023, and then the entire legal
materials are analyzed descriptively qualitatively.

This research found that the root of the inconsistency in the Constitutional
Court's decision No. 90/PUU-XXI1/2023 lies in the lack of clear parameters for
Constitutional Court judges in determining whether to continue adjudicating cases
(judicial activism) or to exercise judicial restraint. This is a consequence of the
unclear application of the principle of freedom and the principle of precedent in the
same case resolution mechanism at the Constitutional Court. Moreover, this case is
also caused by the lack of clear parameters for Constitutional Court judges in
determining whether to act as a negative legislator or a positive legislator when faced
with open legal policy cases. This|lack of clarity can lead the Constitutional Court to
become trapped in conflicts of-interest and threaten the ‘essence of legal certainty.
Moreover, this lack of clarity also led to the dissenting opinion.of the Canstitutional
Court Justices in the-decision of MK No. 90/PUU-XXI1/2023, which questioned the
relevance of the legal standing and constitutional loss of the Petitioners, as well as
the authority of the Constitutional Court as a positive legislator in open legal policy
cases.

In the end, this research concludes that it is very important to expedite the
formation of provisions that serve as parameters for Constitutional Judges in terms
of acting as judicial activists or judicial restrainers, as well as in determining actions
as negative legislators or positive legislators when faced with open legal policy cases.
The establishment of these provisions aims to create consistency in the decisions of
the Constitutional Court judges, which will ultimately impact the certainty of law in
Indonesia.
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